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BABIV 
PENUTUP 

4. 1 Kesimpulan 
Dari pembahasan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimputan yang 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. 	 Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ten tang Pengadilan 
HAM, Perkara pelanggaran HAM yang berat menjadi kewenangan dari 
Pengadilan HAM yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Kategori 
pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang Pengadilan HAM adalah 
kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sarna dengan yang 
diatur dalam Statuta Roma. Jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai 
pelanggaran HAM yang berat pada dasarnya secara umum sudah diatur dalam 
KUHP, namun dalam KUHP perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas 
disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat namun hanya disebut sebagai tindak 
pidana. Selain mengatur tentang kategori pelanggaran HAM yang berat Undang­
Undang Pengadilan HAM juga menentukan ketentuan pemidanaan yang berbeda 
dengan seperti yang secarta umum diatur dalam KUHP. Secara umum ketentuan 
pidana dalam Undang-Undang Pengadilan HAM lebih berat dibandingkan dengan 
KUHP, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan pidana minimum dan 
hukuma!l pidana penjara denganjangka 'lvaktu yang mencapai 25 tahun. 
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b. 	 Pengadilan HAM adalah PengadiJan khusus yang berwenang memeriksa 
dan mengadili perkara peJanggaran HAM yang berat. Selain 
kewenangannya yang khusus, Pengadilan HAM juga memiJiki ketentuan­
ketentuan yang bersifat khusus baik itu yang bersifat hukum materiiJ 
maupun hukum fonniL Dalam hal hukum acara, Pengadilan HAM 
Indonesia memiliki kekhususan-kekhususan yang menjadikannya berbeda 
dengan Pengadilan umum. Peradilan HAM memberlakukan asas 
Retroaktit: yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu aturan hukum dapat 
diberlakukan secara surut untuk suatu perbuatan tertentu. Dengan adanya 
asas Retroaktif ini, pengadilan HAM juga mengenal perangkat-perangkat 
yang bersifat Ad Hoc seperti penyelidik Ad Hoc, penyidik Ad Hoc, 
penuntut Ad Hoc dan hakim Ad Hoc. Beberapa kekhususan yang lain 
adaJah mengenai tenggang waktu dalam penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan dalam persidangan, tentang perundungan terhadap saksi dan 
korban pelanggaran HAM yang berat dan tidak adanya waktu kedaJuarsa 
untuk pelanggaran HAM yang berat. 
c. 	 Dengan adanya Pengadilan HAM, perkara-perkara pelanggaran HAM 
yang berat yang dilakukan warga negara Indonesia akan diperiksa di 
Pengadilan HAM Indonesia sehingga pelaku tidak akan diperiksa di 
Pengadilan Pidana Intemasional. 
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4.2 Saran 

Saran yang saya ajukan adalah ~ 

a. 	 Pengadilan HAM Indonesia hendaknya tidak dibuat hanya untuk kepentingan 
sesaat saja misalnya hanya untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM di 
Timor Timur dan Tanjung priok, tetapi diharapkan Pengadilan HAM benar­
benar mampu menjadi alat negara untuk melindungi Hak asasi manusia yang 
dapat berfungsi secara berkesinambungan mengikuti perkembangan 
perlindungan Hak asasi manusia. 
b. 	 Pengadilan HAM Indonesia selaku alat penegakan hukum di bidang HAM 
hendaknya harus selalu independen dan merdeka, tidak dipengaruhi oleh 
kekuasaan pemerintah ataupun campur tangan dari pihak luar negeri 
mengingat dalam banyak perkara pelanggaran HAM yang menjadi pelaku 
kebanyakan adalah TNIIPOLRI yang notabene adalah alat-alat kekuasaan 
Pemerintah. Selain itu Pemerintah harus benar-benar bisa menjaga 
kewibawaan PengadiJan HAM dan tidak bisa didikte oleh negara Jain. 
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